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ANALISIS DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

YULIANA

RINGKASAN

YULIANA. Analisis Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu, di bawah bimbingan Bapak Dr. Marjoni Rachman, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Maskan AF, M.Si selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena yang diteliti, yaitu disiplin kerja pegawai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu adalah 74,7% dan ini termasuk dalam interval 56% - 75% atau masuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu masuk dalam kategori cukup baik, ini berarti hipotesis yang penulis rumuskan di dalam penelitian ini dapat diterima dan dibuktikan kebenarannya.

Kata Kunci
: Disiplin Kerja
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu penentu maju mundurnya suatu negara. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk dapat menjalankan fungsi masing-masing agar cita-cita bangsa yang terdapat dalam UUD 1945 dapat tercapai dengan baik. 

Kedudukan Aparatur Sipil Negara adalah sangat penting dan menentukan, karena mereka merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya utama bagi sebuah Pemerintah. Aparatur Sipil Negara memiliki peranan sentral di dalam mengembangkan dan mencapai sasaran-sasaran dan tujuan negara dan pemerintah serta merupakan faktor penggerak utama jalannya sebuah organisasi.

Pemanfaatan Aparatur Sipil Negara di dalam suatu organisasi pemerintah tidak hanya dalam konteks bagaimana memanfaatkan kuantitas Aparatur Sipil Negara tersebut, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal di dalam mencapai tujuan-tujuan negara dan pemerintah.

Tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintah dapat di lihat dari bagaimana organisasi pemerintah tersebut mengelola Aparatur Sipil Negara yang dimiliki. Organisasi dengan kinerja yang baik mempunyai efektivitas dalam menangani Aparatur Sipil Negara, menentukan sasaran yang harus dicapai baik secara individu maupun organisasinya. Aparatur Sipil Negara yang berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan organisasi. Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, organisasi menempuh beberapa cara misalnya melalui pendisiplinan kerja, pemberian motivasi, pendidikan atau pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Tercapainya suatu tujuan organisasi pemerintah tidak bergantung hanya pada peralatan modern dan sarana serta prasarana yang memadai saja, tetapi juga tergantung pada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu pegawainya. Dimana kinerja pegawai tersebut juga dipengaruhi oleh kedisplinan di dalam bekerja. Dengan tingkat kedisplinan yang baik, maka kinerja pegawai pun  akan baik pula guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut.
Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Di samping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.
Kedisiplinan bukan hanya sekedar tepat waktu masuk dan pulang kerja, tetapi mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan tepat waktu, memahami, mematuhi, melaksanakan peraturan yang berlaku, bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan serta mau menerima resiko atas kesalahan yang dilakukan.
Masalah disiplin kerja pegawai sangat penting artinya terutama dalam upaya percepatan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyrakat. Oleh karena itu maka aparatur pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan sudah selayaknya mempelopori masalah disiplin. Mengingkat tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab aparatur pemerintah yang sangat berat, rumit dan menentukan maka aparatur pemerintah harus meningkatkan kemampuan dan kualitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.
Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang individu atau seorang pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong peningkatan gairah kerja, yang pada akhirnya akan bermuara terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi atau instansi pemerintah. Dalam peningkatan disiplin ini seorang pimpinan suatu organisasi pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan motivasi kepada bawahannya, sehingga lambat laun disiplin tersebut akan terbina dengan sendirinya. Dengan adanya pembinaan disiplin ini maka dengan sendirinya fungsi dan tugas pegawai negeri sipil sebagai pelayan masyarakat akan terlaksana dengan baik.
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyrakat, mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, ASN berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Untuk itu, ASN sebagai pelaksana perundang-undangan wajib berusaha untuk taat pada setiap peraturan perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada ASN pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, setiap ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka pada saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita bicara tentang disiplin kerja yang mempunyai pengaruh serta peran yang tinggi di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Memang jika di lihat secara riil, kedisiplinan memegang peranan yang amat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa di awasi oleh atasan.

Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Demikian juga pegawai yang mempunyai kedisiplinan akan mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada rasa paksaan. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik bila dibanding dengan para pegawai yang bermalasmalasan karena waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Disiplin dapat menjadi pendorong seseorang melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu , tidak heran jika pegawai yang mempunyai disiplin kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil harus dilakukan secara bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan, pemindahan, penghargaan, serta pemberhentian, dengan selalu mengacu kepada kode etik dan peraturan disiplin yang diberlakukan. Semua itu dilakukann dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur.

Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian. Dengan indikator-indikator yang ditetapkan, maka reward and punishment juga bisa diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak saja dari atasan langsung, tetapi juga dari luar. Untuk itu, setiap instansi pemerintah perlu mengembangkan budaya kerja di lingkungannya masing-masing. Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan inti dari reformasi birokrasi. Sumber daya aparatur negara harus mendahulukan kewajiban daripada hak, mengutamakan peran bukan wewenang serta untuk melayani, bukan untuk dilayani.

Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah disiplin kerja ini dan judul penelitian yang penulis pilih adalah : “Analisis Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu”.
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah di dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu?”.
II. KERANGKA DASAR TEORI

2.1.1. Pengertian Disiplin Kerja

Disiplin berasal dari bahas alatin “Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan  dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. 

Disiplin sering pula diartikan sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Simamora (2000 : 213) kedisiplinan kerja adalah bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tinggkat kesungguhan tim kerja didalam sesuatu organisasi. Disiplin adalah ketetapan dalam melaksanakan tugas kerja atau lebih menekankan pada output. Pegawai di tuntut untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal yang ditentukan.(Mifta Thoha, 2005 : 76).
2.2. Hipotesis

Dari uraian-uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis di dalam penelitian ini, yaitu : “Diduga tingkat disiplin kerja pegawai Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu berada pada kategori baik”.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  yaitu satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

3.2. Populasi dan Sampel
3.2.1. Populasi

Populasi merupakan keseruluhan dari sumber data yang ada atau wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitas dan karekteristik tertentu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu, yang berjumlah 61 orang pegawai, yang terdiri dari 23 orang (37,7%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 38 orang (62,3%) Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).

3.3. Variabel Penelitian

Variabel disiplin kerja ini akan di ukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Teladan Pimpinan;

2. Pengawasan Melekat;

3. Sanksi Hukuman;

4. Ketepatan Waktu;

5. Hubungan Manusia.
3.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Kusioner/Angket, yaitu pengumpulan data dengan menyebar sejumlah pertanyaan kepada responden.

2. Observasi adalah penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung terhadap obyek (;

3. Wawancara adalah pengumpulan data yang datanya dikumpulkan melaui wawancara dengan responden.

4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).
IV.HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengelolaan manajemen Sumber Daya Aparatur, Pembinaan serta Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut maka  BKPP mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, diklat;
2. Pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;
3. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
5. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
6. Penyusunan program peningkatan kualitas PNSD antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang diklat structural, teknis administrasi/subtantif Depdagri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral;
8. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;

10. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan.
4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Profil Responden

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa penelitian ini tidak menggunakan sampel, melainkan menggunakan metode sensus. Metode sensus digunakan karena jumlah populasi yang relatif kecil, yaitu 53 orang pegawai.

Sebelum menyajikan data hasil penelitian, maka berikut ini akan disajikan data profil responden di dalam penelitian ini, yaitu seluruh pegawai yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu.
Tabel-4.1. Responden Berdasarkan Status Kepegawaian

	No
	Sastus Kepegawaian
	Frekuensi
	%



	1
	Pegawai Negeri Sipil
	20
	37,7

	2
	Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D)
	33
	62,3

	
	Jumlah
	53
	100


Sumber : BKPP Kabupaten Mahulu
Gambar-4-2. Responden Berdasarkan Status Kepegawaian
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Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa 20 orang responden atau 37,7% berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 33 orang reponden atau 62,3% berstatus sebagai Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Ini berarti bahwa jumlah Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sementara itu data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel-4.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	No
	Jenis Kelamin
	Frekuensi
	%



	1
	Laki-Laki
	25
	47,2

	2
	Perempuan
	28
	52,8

	
	Jumlah
	53
	100


Sumber : BKPP Kabupaten Mahulu

Gambar-4.3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
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Dari data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 25 orang atau 47,2% dan responden perempuan sebanyak 28 orang atau 52,8%.

Disamping profil responden berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin, maka responden juga dapat di lihat dari tingkat pendidikannya. Tabel berikut dapat di lihat data mengenai jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel-4.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	No
	Tingkat Pendidikan
	Frekuensi
	%



	1
	Strata-2 (S-2)
	1
	1,9

	2
	Strata-1 (S-1)
	13
	24,5

	3
	Diploma
	3
	5,7

	4
	SLTA/Sederajat
	36
	67,9

	
	Jumlah
	53
	100


Sumber : BKPP Kabupaten Mahulu

Gambar-4.4. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Data di atas memperlihatkan bahwa responden yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 1,9%, S1 sebanyak 13 orang atau 24,5%, Diploma sebanyak 3 orang atau 5,7% dan SLTA/Sederajat sebanyak 36 orang atau 67,9%.

4.2.2. Deskripsi Indikator Teladan Pimpinan

Pimpinan dalam suatu organisasi harus mampu menjadi suri tauladan bagi anak buahnya. Keteladanan pimpinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menegakkan disiplin kepada bawahan. Oleh sebab itu jika seorang pemimpin mampu memberikan keteladanan yang baik maka disiplin bawahan juga akan baik.

Untuk menggali data indikator keteladanan pimpinan maka ada tiga pertanyaan di dalam angket yang disebarkan kepada responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel-4.4. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Teladan Pimpinan

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah



	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.1


	2

(3,7%)
	5

(9,4%)
	15
(28,3%)
	15
(28,3%)
	16

(30,2%)
	53 (100%)

	1.2
	2

(3,7%)
	5

(9,4%)
	13

(24,5)
	18

(34%)
	15

(28,3%)
	53
(100%)

	1.3
	2

(3,7%)
	5

(9,4%)
	12
(22,6%)
	16
(30,2%)
	18

(34%)
	53
(100%)

	Jumlah
	6

(11,1%)
	15

(28,2%)
	40
(75,4%)
	49
(92,5%)
	49

(92,5%)
	-

	Rata-Rata
	2

(3,7%)
	5

(9,4%)
	13,3
(25,1%)
	16,3
(30,8%)
	16,3
(30,8%)
	-


Sumber : Hasil Kuesione
Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa untuk pertanyaan No. 1.1, yaitu teladan pimpinan mendukung disiplin kerja pegawai, 2 orang responden atau 3,7% menjawab sangat tidak setuju, 5 orang responden atau 9.4% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab setuju dan 16 orang responden atau 30,2% menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 1.2, yaitu para pegawai tidak mengalami kesulitan mengikuti teladan pimpinan, 2 orang responden atau 3,7% menjawab sangat tidak setuju, 5 orang responden atau 9,4% menjawab tidak setuju, 13 orang responden atau 24,5% menjawab cukup setuju, 18 orang responden atau 34% menjawab setuju dan 15 orang responden atau 28,3% menjawab sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 1.3, yaitu teladan pimpinan memberikan/memotivasi semangat pegawai dalam bekerja, 2 orang responden atau 3,7% menjawab sangat tidak setuju, 5 orang responden atau 9,4% menjawab tidak setuju, 12 orang responden atau 22,6% menjawab cukup setuju, 16 orang responden atau 30,2% menjawab setuju dan 18 orang responden atau 34% menjawab sangat setuju.

Dari data tersebut di atas maka diperoleh nilai rata-rata untuk indikator teladan pimpinan adalah : 2 orang responden atau 3,7% sangat tidak setuju, 5 orang responden atau 9,4% menjawab tidak setuju, 13,3 orang responden atau 25,1% menjawab cukup setuju, 16,3 orang responden atau 30,8% menjawab setuju dan 16,3 orang responden atau 30,8% menjawab sangat setuju.

4.2.3. Deskripsi Indikator Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah disetiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja didalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan, merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan untuk menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing.

Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing. Pelaksanaan pengawasan melekat yang demikian tersebut dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya berbagai kelemahan dan kekurangan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing.

Untuk menggali data indikator pengawasan melekat ini maka ada tiga pertanyaan di dalam angket yang disebarkan kepada responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel-4.5. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengawasan Melekat

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah



	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	2.1


	2

(3,7%)
	6

(11,3%)
	13

(24,5)
	14

(26,4%)
	18

(34%)
	53 (100%)

	2.2
	3

(5,7%)
	3

(5,7%)
	15
(28,3%)
	19

(35,8%)
	13

(24,5%)
	53
(100%)

	2.3
	2

(3,7%)
	3

(5,7%)
	15
(28,3%)
	19

(35,8%)
	14
(26,4%)
	53
(100%)

	Jumlah
	7

(13,1%)
	12

(22,7%)
	44
(81,1%)
	52
(98%)
	45
(84,9%)
	-

	Rata-Rata
	2,3

(4,4%)
	4

(7,6%)
	14,7
(27%)
	17,3
(32,7%)
	15
(28,3%)
	-


Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa untuk pertanyaan No. 2.1, waskat sangat penting bagi para pegawai dalam bekerja, 2 orang responden atau 3,7% menjawab sangat tidak setuju, 6 orang responden atau 11,3% menjawab tidak setuju, 13 orang responden atau 24,5% menjawab cukup setuju, 14 orang responden atau 26,4% menjawab setuju dan 18 orang responden atau 34% menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 2.2, yaitu para pegawai tidak merasa tertekan terhadap waskat yang ada selama ini, 3 orang responden atau 5,7% menjawab sangat tidak setuju, 3 orang responden atau 5,7% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 19 orang responden atau 35,8% menjawab setuju dan 13 orang responden atau 24,5% menjawab sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 2.3, yaitu waskat yang ada selama ini berjalan efektif, 2 orang responden atau 3,7% menjawab sangat tidak setuju, 3 orang responden atau 5,7% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 19 orang responden atau 35,8% menjawab setuju dan 14 orang responden atau 26,4% menjawab sangat setuju.

Dari data tersebut di atas maka diperoleh nilai rata-rata untuk indikator teladan pimpinan adalah : 2,3 orang responden atau 4,4% sangat tidak setuju, 4 orang responden atau 7,6% menjawab tidak setuju, 14,7 orang responden atau 27% menjawab cukup setuju, 17,3 orang responden atau 32,7% menjawab setuju dan 15 orang responden atau 28,3% menjawab sangat setuju.

1.2.4. Deskripsi Indikator Sanksi Hukuman

Sanksi hukuman merupakan salah satu indikator di dalam menegakkan disiplin kerja. Sangsi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Karena dengan adanya sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, sikap dan perilaku yang indisipliner pegawai akan berkurang. Berat ringannya sangsi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik buruknya kedisiplinan pegawai. Sangsi hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua pegawai.

Untuk menggali data indikator sanksi hukuman ini maka ada tiga pertanyaan di dalam angket yang disebarkan kepada responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel-4.6. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Sanksi Hukuman

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah



	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	3.1


	2

(3,7%)
	5

(9,4%)
	15
(28,3%)
	15

(28,3%)
	16

(30,2%)
	53 (100%)

	3.2
	2

(3,7%)
	3

(5,7%)
	15

(28,3%)
	16
(30,2%)
	17

(32,1%)
	53
(100%)

	3.3
	2

(3,7%)
	4

(7,5%)
	15

(28,3%)
	15
(28.3%)
	17

(32,1%)
	53
(100%)

	Jumlah
	6

(11,1%)
	12

(22,6%)
	45
(84,9%)
	46
(86,8%)
	50

(94,4%)
	-

	Rata-Rata
	2

(3,7%)
	4

(7,5%)
	15
(28,3%)
	15,3
(28,9%)
	16,7
(31,5%)
	-


Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa untuk pertanyaan No. 3.1, yaitu sanksi hukuman sangat penting bagi pegawai dalam bekerja kerja, 2 orang responden atau 3,7% menjawab sangat tidak setuju, 5 orang responden atau 9,4% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab setuju dan 16 orang responden atau 30,2% menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 3.2, yaitu para pegawai tidak merasa tertekan dengan sanksi hukuman yang berlaku selama ini, 2 orang responden atau 3,7% menjawab sangat tidak setuju, 3 orang responden atau 5,7% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 16 orang responden atau 30,2% menjawab setuju dan 17 orang responden atau 32,1% menjawab sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 3.3, yaitu sanksi hukuman yang berlaku sangat tegas dan jelas, 2 orang responden atau 3,7% menjawab sangat tidak setuju, 4 orang responden atau 7,5% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab setuju dan 17 orang responden atau 32,1% menjawab sangat setuju.

Dari data tersebut di atas maka diperoleh nilai rata-rata untuk indikator sanksi hukuman adalah : 2 orang responden atau 3,7% sangat tidak setuju, 4 orang responden atau 7,5% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 15,3 orang responden atau 28,9% menjawab setuju dan 16,7 orang responden atau 31,5% menjawab sangat setuju.

4.2.5. Deskripsi Indikator Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator yang sangat berperan di dalam disiplin kerja. Ada dua dimensi penting di dalam indikator ketepatan waktu, yaitu ketepatan waktu masuk kerja dan ketepatan waktu dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.

Ada tiga pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk indikator ketepatan waktu ini, dan datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel-4.7. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Ketepatan Waktu

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah



	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	4.1


	3

(5,7%)
	3

(5,7%)
	14
(26,4%)
	19

(35,8%)
	14

(26,4%)
	53 (100%)

	4.2
	3

(5,7%)
	3

(5,7%)
	15
(28,3%)
	19

(35,8%)
	13

(24,5%)
	53
(100%)

	4.3
	3

(5,7%)
	3

(5,7%)
	16

(30,2%)
	18
(34%)
	13
(24,5%)
	53
(100%)

	Jumlah
	9

(17,1%)
	9

(17,1%)
	45
(84,9%)
	56
(105,6%)
	40
(75,4%)
	-

	Rata-Rata
	3

(5,7%)
	3

(5,7%)
	15
(28,3%)
	18,7
(35,2%)
	13,3

(25,1%)
	-


Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa untuk pertanyaan No. 4.1, yaitu seluruh pegawai dituntut untuk bekerja tepat waktu, 3 orang responden atau 5,7% menjawab sangat tidak setuju, 3 orang responden atau 5,7% menjawab tidak setuju, 14 orang responden atau 26,4% menjawab cukup setuju, 19 orang responden atau 35,8% menjawab setuju dan 14 orang responden atau 26,4% menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 4.2, yaitu para pegawai diwajibkan masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya, 3 orang responden atau 5,7% menjawab sangat tidak setuju, 3 orang responden atau 5,7% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 19 orang responden atau 35,8% menjawab setuju dan 13 orang responden atau 24,5% menjawab sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 4.3, yaitu ketepatan waktu kerja para pegawai selama ini sangat bagus, 3 orang responden atau 5,7% menjawab sangat tidak setuju, 3 orang responden atau 5,7% menjawab tidak setuju, 16 orang responden atau 30,2% menjawab cukup setuju, 18 orang responden atau 34% menjawab setuju dan 13 orang responden atau 24,5% menjawab sangat setuju.

Dari data tersebut di atas maka diperoleh nilai rata-rata untuk indikator ketepatan waktu adalah : 3 orang responden atau 5,7% sangat tidak setuju, 3 orang responden atau 5,7% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 18,7 orang responden atau 35,2% menjawab setuju dan 13,3 orang responden atau 25,1% menjawab sangat setuju.

4.2.6. Deskripsi Indikator Hubungan Manusia

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama pegawai ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu organisasi. Hubungan-hubungan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship, direct group relationship, dan cross relationship hendaknya berjalan dengan harmonis.

Ada tiga pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk indikator ketepatan waktu ini, dan datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel-4.8. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Hubungan Manusia

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah



	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	5.1


	3

(5,7%)
	4

(7,5%)
	15
(28,3%)
	14
(26,4%)
	17

(32,1%)
	53 (100%)

	5.2
	3

(5,7%)
	5

(9,4%)
	15

(28,3%)
	11
(20,8%)
	19

(35,8%)
	53
(100%)

	5.3
	3

(5,7%)
	5

(9,4%)
	11
(20,8%)
	15

(28,3%)
	19
(35,8%)
	53
(100%)

	Jumlah
	9

(17,1%)
	14

(26,3%)
	41
(77,4%)
	40
(75,5%)
	55
(103,7%)
	-

	Rata-Rata
	3

(5,7%)
	4,7

(8,8%)
	13,7
(25,8%)
	13,3
(25,2%)
	18,3

(34,6%)
	-


Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa untuk pertanyaan No. 5.1, yaitu hubungan para pegawai dengan atasan berjalan dengan sangat baik, 3 orang responden atau 5,7% menjawab sangat tidak setuju, 4 orang responden atau 7,5% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 14 orang responden atau 26,4% menjawab setuju dan 17 orang responden atau 32,1% menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 5.2, yaitu hubungan diantara sesama bawahan/rekan sekerja berjalan dengan sangat baik, 3 orang responden atau 5,7% menjawab sangat tidak setuju, 5 orang responden atau 9,4% menjawab tidak setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab cukup setuju, 11 orang responden atau 20,8% menjawab setuju dan 19 orang responden atau 35,8% menjawab sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 5.3, yaitu hubungan kemanusiaan yang terjadi di tempat kerja selama ini sangat harmonis, 3 orang responden atau 5,7% menjawab sangat tidak setuju, 5 orang responden atau 9,4% menjawab tidak setuju, 11 orang responden atau 20,8% menjawab cukup setuju, 15 orang responden atau 28,3% menjawab setuju dan 19 orang responden atau 35,8% menjawab sangat setuju.

Dari data tersebut di atas maka diperoleh nilai rata-rata untuk indikator hubungan manusia ini adalah : 3 orang responden atau 5,7% sangat tidak setuju, 4,7 orang responden atau 8,8% menjawab tidak setuju, 13,7 orang responden atau 25,8% menjawab cukup setuju, 13,3 orang responden atau 25,2% menjawab setuju dan 18,3 orang responden atau 34,6% menjawab sangat setuju.

4.3. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan data yang telah disajikan pada uraian di atas, maka untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kedisiplinan pegawai perlu dianalisis data tersebut, sehingga diperoleh gambaran jelas tentang tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis rata-rata persentase, sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto (2006; 77) dengan rumus :


Berdasarkan data yang disajikan pada bagian terdahulu, maka dapat dilakukan rekapitulasi nilai rata-rata jawaban responden seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel-4.9. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Disiplin Kerja

	
	Indikator
	Rata-Rata Tanggapan Responden

	No
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Teladan Pimpinan
	2

(3,7%)
	5

(9,4%)
	13,3
(25,1%)
	16,3
(30,8%)
	16,3
(30,8%)

	2
	Pengawasan Melekat
	2,3

(4,4%)
	4

(7,6%)
	14,7
(27%)
	17,3
(32,7%)
	15
(28,3%)

	3
	Sanksi Hukuman
	2

(3,7%)
	4

(7,5%)
	15
(28,3%)
	15,3
(28,9%)
	16,7
(31,5%)

	4
	Ketepatan Waktu
	3

(5,7%)
	3

(5,7%)
	15
(28,3%)
	18,7
(35,2%)
	13,3

(25,1%)

	5
	Hubungan Manusia
	3

(5,7%)
	4,7

(8,8%)
	13,7
(25,8%)
	13,3
(25,2%)
	18,3

(34,6%)

	
	Jumlah
	12,3

(23,2%)
	20,7

(39%)
	71,7
(134,5%)
	80,9
(152,8%)
	79,6
(150,3%)


Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan rekapitulasi data tersebut di atas, maka dapat diketahui sebagai berikut :

a. Frekuensi pilihan jawaban A = 12,3

b. Frekuensi pilihan jawaban B = 20,7

c. Frekuensi pilihan jawaban C = 71,7
d. Frekuensi pilihan jawaban D = 80,9
e. Frekuensi pilihan jawaban E = 79,6
Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas maka dapat diketahui sebagai berikut :

N = Fa + Fb + Fc + Fd + Fe

    = 12,3 + 20,7 + 71,7 + 80,9 + 79,6
    = 265,2
Selanjutnya adalah mencari nilai F dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan jawaban, yaitu :

a. Jawaban A diberikan bobot 1

b. Jawaban B diberikan bobot 2

c. Jawaban C diberikan bobot 3

d. Jawaban D diberikan bobot 4

e. Jawaban E diberikan bobot 5

Berdasarkan bobot tersebut di atas, maka dapat diperoleh nilai F sebagai berikut :

a. Fa = 12,3 x 1
= 12,3

b. Fb = 20,7 x 2
= 41,4

c. Fc = 71,7 x 3
= 215,1
d. Fd = 80,9 x 4
= 323,6
e. Fe = 79,6 x 5
= 398
Dengan demikian nilai F adalah : 12,3 + 41,4 + 215,1 + 323,6 + 398 = 990,4
Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai persentase rata-rata adalah sebagai berikut :




Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dikatakan pula bahwa persentase rata-rata disiplin kerja pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebesar 74,7%. 

Untuk mengetahui baik atau tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan maka Arikunto (2006; 77) memberikan kategori sebagai berikut :

a. 0%  -  39%
= Tidak Baik

b. 40% - 55%
= Kurang Baik

c. 56% - 75%
= Cukup Baik

d. 76% - 100%
= Baik

Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori 56% - 75% atau cukup baik. 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu masuk dalam kategori cukup baik, ini berarti hipotesis yang penulis rumuskan di dalam penelitian ini dapat diterima dan dibuktikan kebenarannya.

V.PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu dan berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Disiplin Kerja adalah suatu proses yang dapat menumbuhkan perasaan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan tujuan organisasi secara obyektif, melalui kepatuhannya menjalankan peraturan organisasi. Pengukuran terhadap disiplin kerja dalam penelitian ini melalui 5 (lima) indikator, yaitu teladan pimpinan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketepatan waktu dan hubungan manusia.
b. Berdasarkan data yang diperoleh di dalam penelitian dan berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat disiplin kerja pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu adalah 74,7% dan ini termasuk dalam interval 56% - 75% atau masuk dalam kategori cukup baik.
5.2. Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil penelitian dan analisis data penelitian, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

a. Tingkat disiplin kerja masih belum maksimal karena masih masuk dalam kategori cukup baik. Direkomendasikan kepada pimpinan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu untuk terus memacu para pegawai agar mencapai tingkat kedisiplinan yang tinggi sehingga masuk dalam kategori baik
b. Kepada para pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu direkomendasikan agar lebih meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan kedisiplinan dalam bekerja.
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